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ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan public kepada 
Masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang 
baik dan dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja 
serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Karawang secara terpadu. Untuk 
mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian Pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan 
dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), padal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat 
(5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, 
ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Tingkat Daerah dan Walidata 
pendukung produsen Data Tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data 
Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 
2023; PERPRES No. 39 Tahun 2019. 
 

  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prinsip Satu Data Indonesia 
Tingkat Daerah, Jenis Data, Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat 
Daerah, Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, 
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Partisipasi Pihak Lain, 
Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup 
 

CATATAN : - 
- 
 
- 
-
-
-
- 

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2023 
Tim Satu Data Daerah Kabupaten Karawang yang telah terbentuk sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Bupati ini 
Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai tata Kelola, akses 
Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati 
ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian 
Jmlh : 16 hlm 

    

 


